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DI negerinya Pak Lik/Paman/Uncle

Sam ada ungkapan, kurang lebihnya

berbunyi:”Jangan tanya apa yang ka-

mu terima dari negara, tapi berta-

nyalah apa yang sudah kamu berikan

kepada negara.” Kurang jelas apakah

ungkapan itu dipraktikkan atau

hanya sekadar ungkapan, yang konon

pernah dilontarkan oleh salah seorang

presidennya.

Tetapi kenyataannya Amerika

Serikat yang penduduknya multiras

itu berhasil menjadi negara adidaya,

militer maupun perekonomiannya.

Bahkan hanya menyebut Amerika sa-

ja orang sudah tahu yang dimaksud

Amerika Serikat. Padahal benua

Amerika dari utara sampai selatan,

terdiri dari berbagai negara. Mungkin

karena negara lain di benua itu tidak

menggunakan nama Amerika.

Indonesia

Ungkapan di atas memang di Ame-

rika sana, bukan di negara kita Indo-

nesia tercinta. Dua negara yang ber-

beda, tetapi di samping perbedaan,

kalau dicari persamaannya, juga ada.

Amerika wilayahnya luas, Indonesia

juga luas. Amerika multiras Indonesia

juga berpenduduk dari berbagai suku.

Sama-sama negara dengan jumlah

penduduknya banyak, dan sama-sa-

ma berada di tepi Samudera Pasifik.

Jarak jenjangnya dalam hal kema-

juan, Indonesia - Amerika Serikat me-

mang jauh. Tetapi bukan hal yang

mustahil untuk memperpendek jarak.

Orang Indonesia ada yang meniru

gaya hidup orang Amerika. Mestinya

juga bisa meniru cara berpikir majun-

ya orang Amerika. Kalau bisa meniru

gaya hidup orang Amerika tentunya

juga bisa mempraktikkan ungkapan

orang Amerika, apa yang sudah kamu

berikan kepada negara.

Pemimpin

Setelah pelantikan, Presiden Pra-

bowo Subianto dalam pidatonya me-

nyampaikan, semua diawali dari para

pemimpinnya. Pejabat memberi con-

toh yang baik, menjadi teladan. Ing

ngarsa sung tuladha. Maka apa yang

dicita-citakan Kabinet Merah Putih

akan terwujud. Indonesia maju rak-

yatnya sejahtera.

Seluruh rakyat Indonesia berharap,

pemerintahan Prabowo-Gibran de-

ngan kabinet Merah Putihnya bisa

membawa Indonesia menjadi lebih

baik. Bukan tugas ringan dalam situ-

asi global yang sedang tidak baik-baik

saja. Berbekal keyakinan, semua

akan menjadi sesuai dengan yang di-

harapkan.

Kesempatan menjadi pemimpin ber-

arti mendapat sesuatu yang lebih baik

dari negara, dibanding yang tidak

menjadi pemimpin. Maka perlu ber-

tanya kepada diri sendiri apa yang su-

dah diberikan kepada negara. Jika

pemimpinnya bisa memberi teladan,

tentu rakyat akan mengikuti je-

jaknya.

Berburu kedudukan adalah agar

mempunyai kekuasaan, mengatur,

menentukan langkah yang kemudian

diikuti semua pihak. Berbekal pemiki-

ran untuk membenahi yang belum

baik, dan melanjutkan yang sudah

baik.

Maka karena mendapat kekuasaan

bisa berbuat lebih banyak lagi untuk

bidang yang dikuasainya. Memper-

baiki, memajukan negara dan menye-

jahterakan rakyatnya.

Berbuat demi negara,

bukan demi diri sendiri

dan kroni-kroninya. Itu

juga disinggung oleh

Presiden Prabowo.

Presiden juga meng-

ingatkan agar partai

politik tidak menugasi

kadernya yang menjadi

menteri untuk mencari

penghasilan partainya

dari APBN. Mestinya

berlaku pula bagi peja-

bat daerah dengan

APBDnya. Sebagai ka-

der partai tentu akan

merasa tidak nyaman

apabila kedudukannya

tidak memberikan ke-

untungan bagi par-

tainya. Maka perlu

komitmen yang kuat untuk berani

mendahulukan kepentingan bangsa

dan negaranya.

Seperti kata pepatah, semakin ting-

gi suatu pohon, maka semakin besar

angin yang menerpanya. Jika tidak

kuat akan patah ranting dan dahan-

nya. Bahkan bisa kemudian tumbang

karena akarnya tidak mampu mena-

han kuatnya terpaan angin.

Semakin tinggi jabatan, tekanan ke-

pentingan pihak lain juga makin ting-

gi. Tetapi presiden ketika memilih

seseorang untuk menempati pos tu-

gasnya tentu sudah melalui pertim-

bangan masak. Percaya mereka  be-

tul-betul bisa bekerja dan untuk ke-

pentingan negara, menyejahterakan

rakyatnya. Dengan begitu, rakyat

pasti akan mendukungnya. Rakyat

akan menirunya memberikan sesuatu

kepada negara. Patuh, taat aturan,

mendukung semua program pemerin-

tah.

Rakyat menaruh harapan besar

kepada pemerintah yang baru, untuk

membawa Indonesia lebih maju lebih

baik lagi. Membawa keadilan, kemak-

muran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semoga.***-d

*)Warisman, wartawan SKH

Kedaulatan Rakyat.

Kebebasan Berekspresi di Era Prabowo

Warisman

Ronald Tannur ditangkap di Surabaya.

- Apresiasi tinggi kepada Kejagung.

***

Penangkapan tiga hakim cederai rasa keadilan.

- Padahal gaji hakim sudah dinaikkan.

***

Survei Indikator, 85 persen yakin Prabowo lebih

baik.

- Saatnya membuktikan.

Apa yang Kau Berikan untuk Negara?

PERISTIWA pembubaran diskusi

sejumlah aktivis publik Forum Tanah

Air di Kemang Jakarta dan pembatas-

an area pada sejumlah aksi demonstra-

si mahasiswa menjadi warna lain satu

bulan menjelang pelantikan Prabowo

sebagai presiden 20 Oktober 2024 lalu.

Peristiwa ini tidak mengejutkan tetapi

semakin mengkhawatirkan. Peristiwa

tersebut memberi isyarat munculnya

dua hal. Pertama, masih kuatnya

penggunaan ‘kekerasan fisik’ terhadap

ekspresi masyarakat yang kritis terha-

dap pemerintah. Kedua, upaya

mengutamakan ‘stabilitas poli-

tik’ dan tertib sosial dengan

meredam kebebasan berbicara

(apapun alasan dan siapapun

pelakunya) demi kelancaran

seremoni pelantikan pejabat.

Nah, bagaimana nasib kebe-

basan berekspresi ini di era

Presiden Prabowo dan dalam

landskap politik digital yang

semakin menggurita?

Empat Komponen

Dalam tradisi demokrasi

klasik ketika retorika menjadi

praktek komunikasi dominan,

kebebasan bereskpresi dipaha-

mi sebatas bebas berbicara di

ruang publik. Adalah Plato dan

Aristoteles mempraktekkan

orasi di lapangan terbuka di ko-

ta Aten, Yunani, ketika media

massa konvensional dan digital

belum ada. Di Indonesia, kultur

politik yang feodalistik ketika

kepatuhan kepada pemegang otoritas

menandai loyalitas ke negara, kebe-

basan warga negara menyatakan tidak

(no) di ruang terbuka terhambat. Pada

periode kedua pemerintahan Jokowi,

kebebasan mengamplifikasi kritik cen-

derung langka, terutama bagi pegawai

negeri sipil yang bekerja di perguruan

tinggi. Mundur ketimbang era Yunani.

Ketika datang era teknologi digital,

kebebasan berekspresi diharapkan

mengemuka, namun para analis

teknologi kritis menemukan fenomena

terbalik. Muncul represi yang kuat

dalam bentuk baru bernama digital

surveillance (pemantauan perilaku ak-

tivis sosial di media sosial mereka).

Akun digital aktivis akan diretas atau

minimal mengalami take down. Dalam

bentuk lain yang halus, postingan me-

ngandung kritik akan diserang secara

brutal oleh buzzer atau infleuncer poli-

tik sebagai tentara digital bayaran.

Lebih lanjut, ruang digital yang di-

huni jutaan netizen dengan beragam

laku dan kepentingan juga mengan-

cam kualitas informasi sebagai bahan

baku kebebasan bereskpresi. Selain da-

ta pribadi yang tidak aman, informasi

yang tersedia mengalami blur (memin-

jam Bill Kovach). Tidak jelas mana in-

formasi dan disinformasi, mana data

faktual mana data fabrikasi. Kultur be-

bas ‘berkicau’ memicu hate speech dan

polarisasi sosial.

Dalam situasi ruang media sosial

atau aplikasi digital terfragmentasi,

menjadi politis maka lahir tindakan

bungkam atau spiral of silent, suatu

self-censorship yang menggerus hak

warga negara. Sepanjang 10 tahun

Jokowi, represi yang bertingkat,

berlapis melibatkan buzzer menye-

babkan krisis pada kegiatan jurnalis-

tik. Aliansi Jurnalis Independen men-

catat tahun 2023 ada 38 kasus keke-

rasan digital terhadap jurnalis di

Indonesia. Risiko lebih lanjut adalah

lemahmya counter culture seperti kita

lihat pada aksi para guru besar yang

sepi ketika merespons pratek politik di-

nasti menjelang Pilpres yang lalu.

Dari penjelasan di atas, kebebasan

bereskpressi di era Prabowo jauh lebih

kompleks, ia menyangkut empat kom-

ponen yang saling berkait, yaitu kebe-

basan dasar menyuarakan sikap

berbeda, adanya jaminan keberadaan

media atau ruang eskpresi yang bebas

represi, jaminan keamanan atas data

pribadi dan ketersediaan atau kenya-

manan akses informasi di platform di-

gital sebagai sembako komunikasi

demokratik.

Memasuki tahun pertama masa ker-

ja Prabowo, mengembalikan hak war-

ga untuk bebas berpendapat dalam

empat komponen di atas pen-

ting agar kualitas komunikasi

politik terjaga. Kualitas infor-

masi sebagai bahan baku kebi-

jakan membutuhkan dialekti-

ka Hegel: tesa, antitesa sintesa

dalam budaya komunikasi

yang egalitarian.

Dengan latarbelakang mi-

liter yang sangat disiplin, satu

komando, loyal kepada atasan,

maka nasib kebebasan ber-

eskpresi yang berkebalikan de-

ngan militerisme di tangan

Prabowo Subianto secara teori-

tis tampak suram. Gerakan

pembubaran diskusi, aksi demo

mahasiswa yang disertai se-

rangan digital peretasan, dll

atas akun media sosial berisi

pendapat berbeda menjadi

isyarat arah ini. Nah, apakah

Prabowo berkomitmen melan-

jutkan gaya pemerintahan

Jokowi yang populis represif? Waktu

yang akan membuktikannya. (*)-d

*)Masduki, Guru Besar Ilmu

Komunikasi UII, Inisiator Forum Cik

Ditiro.

MasdukiMenjaga Marwah Lembaga Peradilan
PENANGKAPAN terdakwa

Gregorius Ronald Tannur oleh Ke-

jaksaan Agung (Kejagung) men-

dapat apresiasi pelbagai pihak.

Ronald Tannur, terdakwa kasus

pembunuhan Dini Sera Afriyanti,

ditangkap di Surabaya, Jawa Ti-

mur pada Minggu (27/10). 

Penangkapan tersebut meru-

pakan tindak lanjut atas pelak-

sanaan vonis MA yang meng-

hukumnya lima tahun penjara. MA

mengabulkan kasasi jaksa yang

sekaligus membatalkan putusan

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya

yang membebaskan terdakwa.

Berkenaan itu, tiga hakim PN

Surabaya yang membebaskan

Ronald Tannur juga telah dijatuhi

sanksi pemberhentian tetap de-

ngan hak pensiun oleh Komisi Yu-

disial atas pelanggaran etik berat.

Tak hanya itu, ketiga hakim terse-

but, yakni Erintuah Damanik, Heru

Hanindyo dan Mangapul telah di-

tangkap Kejagung atas dugaan

menerima suap dalam pembe-

basan Ronald Tannur. Bahkan,

dalam perkembangannya, suap

tersebut juga melibatkan mantan

pejabat MA, Zarof Ricar. Mereka

telah resmi dijadikan tersangka.

Kasus hakim menerima suap

menjadi ironi di tengah tuntutan

kenaikan gaji dan tunjangan ha-

kim. Apalagi, Presiden sudah

meneken SK kenaikan gaji terse-

but. Maka, pertanyaan klasik yang

masih relevan diajukan, apakah

kenaikan gaji maupun tunjangan

hakim menjamin mereka profe-

sional dan tidak mempan disuap ?

Lagi-lagi jawabnya tergantung

mentalitas hakim bersangkutan.

Sekaligus ini mengingatkan kita

kepada pernyataan Wakil Presi-

den RI pertama Moh Hatta bahwa

sebaik apapun aturan dibuat, bila

mental yang berwenang bejat,

maka tidak ada artinya.

Tentu kita tak hendak mengata-

kan bahwa kenaikan gaji atau tun-

jangan hakim tidak perlu, melain-

kan hanya ingin mengingatkan

bahwa gaji tinggi tidak menjamin

hakim profesional, bertindak inde-

penden dan kebal suap. Sebab,

pada akhirnya semua tergantung

pada mentalitas aparaturnya se-

bagaimana diingatkan Hatta. 

Kita juga ingin mengingatkan,

peningkatan kesejahteraan hakim

berupa kenaikan gaji maupun tun-

jangan harus dibarengi dengan

pembinaan mental, serta peng-

awasan yang ketat, baik secara

internal maupun eksternal. Pem-

binaan mental itu harus dimulai

sejak rekrutmen calon hakim, me-

reka harus mendapat pemaham-

an yang utuh tentang bagaimana

menjaga marwah hakim dengan

menghindari perbuatan-perbuatan

tercela, seperti korupsi dan suap.

Mencermati kasus suap tiga

hakim PN Surabaya yang beru-

jung pembebasan terdakwa, peri-

laku tercela itu dilakukan tidak

sendirian, melainkan melibatkan

perantara, dalam hal ini mantan

pejabat di MA,  Zarof Ricar. Zarof

Ricar hanya berperan sebagai pe-

rantara, yakni orang yang meng-

hubungkan pihak berperkara ke

MA. Lantas siapa orang MA yang

telah dihubungi Zarof Ricar ?

Sejauh ini belum ada kejelasan.

Namun telah ada keterangan dari

Kejagung belum ada aliran suap

ke MA.

Tanpa bermaksud mengaba-

iakan pernyataan tersebut, kita

mengharapkan agar kasus suap

tiga hakim ini diungkap secara

menyeluruh dan transparan.

Inilah saatnya untuk bersih-bersih

lembaga peradilan, termasuk MA.

Marwah MA harus kita jaga, se-

hingga masyarakat percaya bah-

wa puncak peradilan ini benar-be-

nar bisa menjadi tumpuan terakhir

masyarakat memperoleh keadi-

lan.  Boleh jadi, masih ada ter-

sangka lain yang terlibat dalam

kasus suap tiga hakim PN

Surabaya. Kita masih menunggu

kerja-kerja profesional Kejagung. 

❑ - d

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, teri-

makasih partisipasinya dalam menulis

dan mengirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya

redaksi hanya menerima tulisan lewat

email : opinikr@gmail.com dengan

panjang tulisan antara 535  - 575 kata,

dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa me-

nampilkan fotocopy identitas.

Terimakasih. 
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